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WALIKOTA PALEMBANG 

Pl~RA TURAN W ALIKOTA PALEMBANG 

NOMOR fO TAHUN 2011 

TENTANG 

PELAKSANAAN PERATURAN DA.ERAH ROTA PALEMBANG 
NOMOR 18 T AHUN 2011 TENT ANG PEMBINAAN DAN 

RETRIBUSI I.TIN GANGGUAN 

DENGAN RAHMA T TUHAN YANG MARA ESA 

WALJKOTA PALEMBANG, 

a. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Daerah Kota 
Palembang Nomor 18 Tahun 201 I tentang Pembinaan Pembiman dan 
Retribusi ljin Gangguan yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah 
Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 18 SERI C tanggal 1 0 Agust\Js 20 I I, 
perlu menetapkao peraturan pelaksanaannya ; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam bo:nif a, 
perlu menetapkan Peraturan W alikota Palembang ten tang Pef~sanaan 
Peraturan Daerah Kola Palembang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembinaan 
dan Retribusi Jjin Gangguan. 

1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) Stbl Tahun 1926 Nomor 
226 diubah dan ditambah dengan Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan 
Nomor450; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat IT dan Kotapraja di Swuatera St:Jatan (Lembaran Negara Rl Tabun 
1959 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara Rl Nomor 1821); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembcntukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 53, 
Tarnbahan Lembaran Negara RI Nomor 4389); 

4. \ Jndang-1 Jncfang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembarnn Negara RI Tabun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali tcrakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang
Undang Nomor 32 Tahuo 2004 tentang l'emerintahan Daerah (lembaran 
Negara Rl Tahun 2008 '-lomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI 
Nomor 4844); 

5. !Jndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembanin Negara RI Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Rctribusi 
Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan iembaran 
Negara RI Nomor 5049); 

7. IJndang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah 
(Lembardll Negara RI Tabun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembara, Negara 
RI Nomor 4851); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 
140. Tambahan Lemharan Negarn RfNomor 5059); 



Mcnetapkan 

9. Peraturao Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Men!:lenai 
Dampak Lingkungan Hidup (Lembanm Negara RI Tahun 1999 Nomqr S9, 
Tambahan Lembaron Negara RI Nomor 3838); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahwi 2007 tentang Pembagian lJrusan 
Pemerintal1an Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 
Nomor 82, T ambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737); 

11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Jenis Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Anatisis 
Mengenai Darnpak Lingkungan Hidup; 

12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 201 O teutang 
Upaya Pengelolaan Lingkwigan Hidup dan Upaya Pernantauan LingkWJgan 
Hidup dan Surat Pemyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan 
Lingkungan Tlidup; 

13. Peraturao Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang 
Dokumen Linglnmgan Hidup bagi Usaha dao/atau Kegiatan yang telah 
Memiliki lzin tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungau Hidup; 

14. Peraturao Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tcntang 
Ketenlraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 
Nomor 76), sebagaimaoa telah diubab dengan Pernturan Daenti Kota 
Palembang Nomor 13 Tahllll 2007 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 
2007 Nomor!3); 

15. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Ped()man 
dan Pembinaan Operasional Pcnyidik Pcgawai Negeri Sipil (Lembaran 
Oaerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 31 ); 

16. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Talmn 2008 tentang Urusan 
Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 
2008 Nomor 6); 

17. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah 
Kota Palembang (Lembaran Daerab Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 10) 
sebagaimana telah diubah deogan Peratunln Daerah Kota Palembang Nomor 
2 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2010 Nomor 2); 

I 8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 20 I I tentang Dokumen 
Lingkungan Hidup (Lembo.ran Daerah Kota Palembang Tahun 201 I 
Nomor6); 

19. Peraturnn Daerdh Kota Palembang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembinaan 
clan Retribusi ljin Gangguan(Lembaran Daerah KotaPalembang Tahun 2011 
Nomor 18 SERI C). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PELAKSANAAN 
PERATURAN OAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 18 TAHUN 2011 
TENTANG PEMBJNAAN DAN RETRIBUSI IITN GANGGUAN. 

Pasal l 

Melaksanakan Peraturan Daerah Kola Palembang Nomor 18 Tahun 2011 tentang 
Pembinaan dan Retribusi ljin Gangguan. 

Pasal 2 

Memerintahkan dan menugaskan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman 
Modal Dacrab Kota Palembang untuk melaksanakan Peraturan Dat<raf• Kota 
Palembang Nomor 18 Talmo 201 I tentang Pembinaan clan Retribusi Ijin 
Gangguan. 



Pasal 3 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengctahuinya, mcmerintahka.u pengundangan Perar~ran ini, 
dengan pcnempatannya dalam Becita Daerah Kota Palembang. 

Dlundangkan di paJ&1ttfwing 

hcb t;i.n9g41I \ C) - 6 .,.. 2014 

S8<RETARJS DAERAII 
KUTA ~ALEMilAAG 

~ -~~n:M 
BZRITA DAERAH KOTA PALEMBANG 

TAr,U1iii 2G1◄ NOMOR fO. 

Ditetapkan di Palembang 
pada tanggal 10 Agustus 2011 

W ALIKOTA PALEMBANG1 

H. DDY SANTANA PUTRA 


